BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum dalam
Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat untuk dinaikkan
pangkatnya;

b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerinah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil, pada pokoknya menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil dilingkungannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 63
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rempublik Indonesia
Nomor 6477);

: 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun

2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah
Nomor 12 Tahun 2002;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun

2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2024, Pegawai Negeri Sipil yang
nama-namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dinaikkan
pangkat/golongannya  dari  pangkat/golongan ruang lama
sebagaimana tercantum dalam kolom 3 menjadi pangkat/golongan
ruang baru sebagaimana tercantum dalam kolom 4 sesuai dengan
Pertimbangan Teknis BKN sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dari
daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini dan memperoleh penghasilan lainnya yang sah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali
sebagaimana mestinya.




KETIGA : PETIKAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal .

NO JABATAN RARAF ggal 279 JAN 2024

1 SEKDA Y ) Pj. BUPATI BANYUMAS,

\

2 | ASMIN K ‘

3 | KABAG. HUKUM | -Y i -

4 | KA. BKPSDM d

5 | KABID. MP W ANUXNG CAHYO SAPUTRO
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